SALINAN

BUPATI OGAN KOMERING UL
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

NOMOR 14 TAHUN 2022
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG

Menimbang

Mengingat

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

1.

KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun
2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada
Instansi Pemerintah dan sesuai Surat Menteri Dalam Negeri
Nomor 061/6996/OTDA tanggal 29 Oktober 2021 Perihal
Pertimbangan Penyederhanaan Struktur Organisasi Perangkat
Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan dan Surat
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor B/467/KT.01/2021 tanggal 27 Mei 2021
Perihal Rekomendasi Kebijakan Penyederhanaan Struktur
Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah
Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, telah mendapat
rekomendasi penyederhanaan Struktur Organisasi Perangkat
Daerah;

bahwa dengan adanya perkembangan hukum sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun
2019 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ogan Komering
Ulu perlu diubah dan disesuaikan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4
Tahun 2019 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ogan
Komering Ulu;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang . . .
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Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008
tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan
Penanggulangan Bencana Daerah;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang
Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan
Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 525);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang
Penyederhanaan  Struktur  Organisasi pada  Instansi
Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem
Kerja pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan
Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 181);

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan
Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah
Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2019 Nomor 4);

Dengan . . .
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Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
dan
BUPATI OGAN KOMERING ULU

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG PEMBENTUKAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu
(Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2019
Nomor 4) diubah, sebagai berikut:

1. Diantara angka 6 dan angka 7 Pasal 1 disisipkan 1 (satu)
angka yakni angka 6a, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten
Ogan Komering Ulu.

3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
Ogan Komering Ulu.

5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, selanjutnya
disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

6a. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang
berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan
fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan
keterampilan tertentu.

7. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang
mengancam dan mengganggu kehidupan dan
penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh
faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor
manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa
manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda
dan dampak psikologis.

8. Bencana. ..
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8. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh
peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan
oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami,
gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan
tanah longsor.

9. Bencana Non Alam adalah bencana yang diakibatkan
oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa non alam yang
berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan
wabah penyakit.

10. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh
peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan
oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok
atau antar komunitas masyarakat dan teror.

11. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah
serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan
pembangunan yang Dberesiko timbulnya bencana,
kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat
rehabilitasi.

12. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua
aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat
yang memadai, pada wilayah pasca bencana dengan
sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya
secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan
masyarakat pada wilayah pasca bencana.

13. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua
prasarana dan sarana kelembagaan pada wilayah pasca
bencana baik pada tingkat pemerintahan maupun
masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan
kembangnya kegiatan perekonomian, sosial, budaya,
tegaknya hukum, dan ketertiban dan bangkitnya peran
serta masyarakat pada wilayah pasca bencana.

Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 19

Sekretariat, terdiri dari Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 20

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian bertugas melaksanakan
urusan persuratan, tata wusaha pimpinan, kearsipan,
hubungan masyarakat, persandian, kerjasama, perlengkapan
dan rumah tangga, dokumentasi, aset serta pengelolaan
kepegawaian.

Ketentuan Pasal 23, Pasal 24, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 31,
dan Pasal 32 dihapus.

5. Ketentuan. ..
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5. Ketentuan ayat (3) Pasal 33 diubah, sehingga berbunyi
sebagai berikut :

Pasal 33

(1) Kepala Pelaksana BPBD merupakan Jabatan Pimpinan
Tinggi Pratama atau jabatan struktural eselon II.b.

(2) Sekretaris dan Kepala Bidang pada BPBD merupakan
Jabatan Administrator atau jabatan struktural eselon
II.b.

(3) Kepala Sub Bagian pada BPBD merupakan Jabatan
Pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
DaerahKabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 30 Desember 2022

Pj. BUPATI OGAN KOMERING ULU,
ttd.

TEDDY MEILWANSYAH

Diundangkan di Baturaja
pada tanggal, 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,

ttd.

ACHMAD TARMIZI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2022 NOMOR 14

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU PROVINSI
SUMATERA SELATAN: (14-160/2022)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB!EIPATEN OKU,

:1...% i.;w“l‘ U‘l
ABDI KUSMAWAN, SH.
PENATA TINGKAT I (III/d)

NIP. 198001032005011008



BAGAN SUSUNAN ORGANISASI

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KABUPATEN OGAN KOMERING ULU.

| KEPALA BADAN

LAMPIRAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

NOMOR 14 TAHUN 2022
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU.

UNSUR PENGARAH UNSUR PELAKSANA
- PERSONIL
- PROFESIONAL/AHLI
KEPALA PELAKSANA
SEKRETARIAT
SUBBAG
UMUM DAN KEPEGAWAIAN
BIDANG BIDANG BIDANG
PENCEGAHAN DAN REHABILITASI DAN
KESIAPSIAGAAN KEDARURATAN DAN LOGISTIK REKONSTRUKSI
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN OKU,

ABDI KUSMAWAN, SH.
PENATA TINGKAT I (III/d)

Pj. BUPATI OGAN KOMERING ULU,

ttd.

TEDDY MEILWANSYAH
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